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 iii 

KATA PENGANTAR 

 

 Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (SPPN) merupakan satu kesatuan 

tata cara perencanaan pembangunan untuk 

menghasilkan rencana-rencana pembangu-

nan dalam jangka panjang, jangka 

menengah, dan tahunan yang dilaksanakan 

oleh unsur penyelenggara negara dan 

masyarakat di tingkat pusat dan daerah, 

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-

Undang No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN. 

Dalam hubungan ini, Menteri Negara 

Perencanaan Pembangunan Nasional/

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional bertugas menyiapkan rancangan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

(RPJP), Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM), dan Rencana 

Pembangunan Tahunan Nasional atau 

Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 

 

 RPJP merupakan penjabaran dari 

tujuan dibentuknya pemerintahan Negara 

Indonesia yang tercantum dalam 

pembukaan Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, dalam 

bentuk visi, misi, dan arah pembangunan 

nasional, yang mencakup kurun waktu 20 

tahun (2005-2025). RPJP tersebut terdiri  

FOREWORD 

 

The National Development Planning 

System (NDPS) constitutes a unified 

procedure of the long term, mid term and 

annual development planning which is 

organized by both government and the 

community at national and regional levels 

as stipulated in Law No.25 Year 2004 of 

NDPS. In this regard, the State Minister of 

National Development Planning / Head of 

National Development Planning Agency is 

in charge of designing the Long Term 

Development Planning (LTDP), Mid Term 

Development Planning (MTDP), and the 

Annual Development Planning or the 

Government Work Plan (GWP). 

 

LTDP which describes the vision, 

mission, and direction of the national 

development in 20 years  (2005-2025) is 

essentially an elaboration of the goal the 

Indonesian government establishment as 

stated in Preamble of Constitution 1945 

(UUD 1945). LTDP consists of 5 (five) 

steps MTDP. The first step of MTDP will 

be end in 2009. So, refer to Law No.25 

Year 2004 of NDPS, by the end at 2009, the 

second step of MTDP (period of 2010-

2014) had to be compiled. 
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 iv 

atas 5 (lima) tahapan RPJM. RPJM tahap 

pertama  akan  berakhir  pada  tahun   2009. 

Oleh sebab itu, sesuai dengan Undang-

Undang No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN, 

pada akhir tahun 2009 harus sudah tersusun 

RPJM tahap ke-II (periode 2010-2014). 

 

 Untuk menunjang penyusunan 

rencana pembangunan di masa yang akan 

datang, baik di tingkat nasional maupun di 

tingkat provinsi, perlu diketahui gambaran 

jumlah penduduk saat ini dan 20 tahun yang 

akan datang. Di samping itu, proyeksi 

parameter kependudukan, antara lain 

jumlah penduduk, struktur umur penduduk, 

angka kelahiran total (TFR), serta angka 

harapan hidup penduduk, baik di tingkat 

nasional, maupun di tingkat provinsi, juga 

perlu diketahui. 

 

 Dalam kaitan ini, Bappenas dengan 

dukungan BPS dan UNFPA, serta para 

pakar demografi berupaya menerbitkan 

buku Proyeksi Penduduk Indonesia 2005 - 

2025 ini, yang didasarkan kepada hasil 

Supas 2005. Dengan demikian, data 

Proyeksi Penduduk Indonesia 2005 - 2025 

ini merupakan pemutakhiran atas data 

Proyeksi Penduduk Indonesia 2000 - 2025 

yang didasarkan atas hasil Sensus 2000. 

 
  

 To support the future development 

planning either at national and regional 

levels, it is necessary to have a picture of 

current population size and for the next 20 

years. The projection also include the 

population parameter, such as the total 

fertility rate (TFR), and life expectancy, as 

well as the population age structure, at 

national and regional levels.  

 

This book is a result of collaborative 

efforts of Bappenas, BPS, UNFPA, and 

experts. The publication of “Indonesia 

Population Projection 2005-2025” is based 

on  the 2005 Intercensal Population Survey. 

So this publication is update from the last 

publication “Indonesia Population 

Projection 2000-2025” which was based on 

the result of 2000 Population Census. 

 

Conclusively, we are grateful for the 

support provided by those who have helped 

throughout the entire process of drafting of 

this book. This publication  is dedicated to 

all segments of the society : government, 

business, universities, non-government 

organizations and civil societies. Criticism 

and inputs are welcome in order to enhance 

this compilation of the population 

projection. 
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 Akhir kata, kami ucapkan terima 

kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu dalam  penyusunan  proyeksi ini, 

mulai dari penyiapan data sampai dengan 

penulisan naskah. Semoga publikasi ini 

bermanfaat dan dapat memenuhi kebutuhan 

semua pihak, baik pemerintah pusat dan 

daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, 

lembaga swadaya masyarakat, maupun 

masyarakat luas. Kritik dan saran sangat 

diharapkan untuk penyempurnaan 

penyusunan proyeksi penduduk di masa 

yang akan datang. 

    Jakarta, September 2008 

  

  

  

 

 

Arizal Ahnaf, MA 

Deputi Bidang Statistik 
Sosial, BPS 

  

  

  

Dra. Nina Sardjunani 

Deputi Bidang SDM dan 
Kebudayaan, Bappenas 

   

  

  

DR. Zahidul Huque 

Representative UNFPA 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
1.1. Latar Belakang 

 
 Para pemakai data kependudukan, khususnya para perencana, pengambil kebijakan, 

dan peneliti sangat membutuhkan data penduduk yang berkesinambungan dari tahun ke 

tahun. Padahal sumber data penduduk yang tersedia hanya secara periodik, yaitu Sensus 

Penduduk (SP) pada tahun-tahun yang berakhiran dengan angka 0 (nol) dan Survei 

Penduduk Antar Sensus (SUPAS) pada pertengahan dua sensus atau tahun-tahun yang 

berakhiran dengan angka 5 (lima). Sumber data kependudukan lain yaitu registrasi penduduk 

masih belum sempurna cakupan pencatatannya sehingga datanya belum dapat digunakan 

untuk perencanaan pembangunan nasional. 

 

 Seperti diketahui bahwa hampir semua rencana pembangunan perlu ditunjang dengan 

data jumlah penduduk, persebaran dan susunannya menurut umur penduduk yang relevan 

dengan rencana tersebut. Data yang diperlukan tidak hanya menyangkut keadaan pada waktu 

rencana itu disusun, tetapi juga informasi masa lampau dan yang lebih penting lagi adalah 

informasi perkiraan pada waktu yang akan datang. Data penduduk pada waktu yang lalu dan 

waktu kini sudah dapat diperoleh dari hasil-hasil survei dan sensus, sedangkan untuk 

memenuhi kebutuhan data penduduk pada masa yang akan datang perlu dibuat proyeksi 

penduduk yaitu perkiraan jumlah penduduk dan komposisinya di masa mendatang. 

 

 Proyeksi penduduk bukan merupakan ramalan jumlah penduduk tetapi suatu 

penghitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen laju 

pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian dan perpindahan (migrasi). Ketiga 

komponen inilah yang menentukan besarnya jumlah penduduk dan struktur umur penduduk 

di masa yang akan datang. Untuk menentukan asumsi dari tingkat perkembangan kelahiran, 

kematian dan perpindahan di masa yang akan datang diperlukan data yang menggambarkan 

tren di masa lampau hingga saat ini, faktor-faktor yang mempengaruhi masing-masing 

komponen itu, dan hubungan antara satu  komponen dengan yang lain serta target yang akan 

dicapai atau diharapkan pada masa yang akan datang. 
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 2 

 Badan Pusat Statistik (BPS) sudah beberapa kali membuat proyeksi penduduk 

berdasarkan data hasil Sensus Penduduk (SP) 1971, 1980, 1990, 2000 dan Survei Penduduk 

Antar Sensus (SUPAS) 1985 dan 1995. Proyeksi penduduk yang terakhir dibuat adalah 

proyeksi penduduk berdasarkan hasil SP2000 yang lalu. Sehubungan dengan terbitnya hasil 

SUPAS 2005, maka proyeksi penduduk dimutahirkan dengan menggunakan penduduk dasar 

supas, termasuk parameter demografinya. Untuk keperluan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang diperlukan data jumlah penduduk 

sampai dengan tahun 2025. Oleh karena itu, perlu dipersiapkan proyeksi penduduk 

berdasarkan hasil supas 2005 tersebut dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.  

 

 Proyeksi penduduk Indonesia menurut umur, jenis kelamin dan provinsi yang 

disajikan dalam publikasi ini merupakan angka final dan mencakup kurun waktu dua puluh 

tahun, mulai tahun 2005 sampai dengan 2025. Pembuatan proyeksi dengan kurun waktu 

yang panjang ini dimaksudkan agar hasilnya dapat digunakan untuk berbagai keperluan 

terutama untuk perencanaan jangka panjang. Data yang dipakai untuk penghitungan proyeksi 

ini terutama berdasarkan hasil SUPAS2005. Selain itu untuk menunjang dan membuat tren 

masa lalu, serta untuk menentukan asumsi-asumsi yang dibutuhkan, penghitungan proyeksi 

ini juga menggunakan data hasil-hasil survei kependudukan sebelumnya dan hasil survei 

kependudukan lainnya. Dengan terbitnya publikasi ini maka proyeksi-proyeksi 

sebelumnya yang masih mempunyai tahun rujukan yang sama dengan publikasi ini 

dinyatakan tidak berlaku lagi. 

  

Isi Publikasi 
 
Publikasi ini disajikan secara berurutan dalam bab-bab berikut. Bab I menyajikan 

latar belakang dibuatnya proyeksi penduduk. Bab II membahas tentang metodologi dan 

asumsi yang dipakai dalam penghitungan proyeksi yang terdiri dari lima sub bab yaitu; 

Metode Proyeksi, Sumber Data, Evaluasi Data Dasar, Penentuan Asumsi (Fertilitas, 

Mortalitas, Migrasi dan Urbanisasi). Bab III menyajikan hasil penghitungan proyeksi, dan 

Bab IV adalah penutup. 
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 3 

BAB II 
METODOLOGI DAN ASUMSI 

 

 

2.1. Metode Proyeksi 

  

Badan Pusat Statistik telah menyelesaikan proyeksi penduduk Indonesia (2005-

2015). Namun demikian, kebutuhan data proyeksi ini masih dirasakan kurang cakupan 

periodenya juga ragam penyajiannya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka BPS 

bekerja sama dengan Bappenas dan didanai oleh UNFPA melakukan penghitungan proyeksi 

tahun 2005-2025 dengan dasar hasil SUPAS2005. Proyeksi ini dibuat dengan metode 

komponen berdasarkan asumsi tentang kecenderungan fertilitas, mortalitas, serta 

perpindahan penduduk antar provinsi yang paling mungkin terjadi 20 tahun yang akan 

datang. Untuk proyeksi penduduk daerah perkotaan dilakukan dengan metode Urban Rural 

Growth Difference (URGD), yaitu dengan menggunakan selisih pertumbuhan penduduk 

daerah perkotaan dan penduduk daerah perdesaan. Pada tahap pertama proses penghitungan, 

dihitung proyeksi penduduk Indonesia, kemudian proyeksi penduduk per provinsi. Jika 

proyeksi penduduk per provinsi ini dijumlahkan, maka hasilnya tidak akan sama dengan 

proyeksi penduduk Indonesia, sehingga untuk menyamakannya dilakukan iterasi, dengan 

penduduk Indonesia sebagai patokan. Pada tahap akhir baru dilakukan penghitungan 

proyeksi penduduk daerah perkotaan. Hasil sementara proyeksi dibahas dalam tim teknis 

yang dibentuk oleh BPS, selanjutnya hasil pembahasan tersebut dibahas lebih lanjut dalam 

rapat tim yang terdiri dari para pejabat dari Bappenas, Badan Koordinasi Keluarga 

Berencana Nasional (BKKBN), Departemen Kesehatan, Badan Pusat Statistik dan instansi-

instansi lain yang terkait. Dalam rapat tersebut selain dilakukan diskusi-diskusi teknis juga 

diputuskan bahwa untuk perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (PJP) perlu dibuat suatu 

proyeksi penduduk yang bersifat resmi yang dapat dijadikan acuan oleh semua instansi 

pemerintah dalam menyusun perencanaannya masing-masing. 

 

 Menentukan asumsi merupakan kunci penghitungan proyeksi penduduk.  Biasanya 

asumsi mengenai kecenderungan dari tingkat kelahiran, kematian, serta perpindahan 

penduduk ditentukan oleh kecenderungan yang terjadi di masa lalu dengan memperhatikan 
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 4 

berbagai faktor yang mempengaruhi ketiga komponen laju pertumbuhan tersebut di atas. 

Tetapi informasi ini belum cukup, karena harus dilengkapi dengan pandangan para pakar dan 

para pengambil keputusan (decision maker) yang berwawasan luas ke masa yang akan 

datang mengenai masalah kependudukan. Masukan dari pertemuan pejabat tersebut di atas 

menjadi pegangan tim teknis BPS dalam menentukan asumsi yang dipakai dalam 

penghitungan proyeksi. 

 

2.2. Sumber Data 

 

 Meski tersedia berbagai sumber data yang dapat digunakan untuk melihat gambaran 

tentang pola tingkat kelahiran di Indonesia, namun untuk keperluan proyeksi ini, sumber 

data yang digunakan adalah Sensus Penduduk 1971, 1980, 1990 dan 2000 (SP71, SP80, 

SP90 dan SP2000), Survei Penduduk Antar Sensus 1985, 1995, 2005 (SUPAS85, SUPAS95 

dan SUPAS2005). Hal ini dilakukan dengan pertimbangan untuk menjaga “konsistensi” data 

serta kesamaan metodologi dan definisi yang dipakai. Dengan demikian data yang akan 

dijajarkan dari masa lalu hingga perkiraan di masa yang akan datang tidak mengandung 

penyimpangan yang disebabkan oleh perbedaan metodologi dan definisi. 

 

2.3. Evaluasi Data Dasar 

 

2.3.1. Evaluasi Data Umur dan Jenis Kelamin 

Data yang diperoleh dari hasil sensus dan survei biasanya masih mengandung 

kesalahan, walaupun telah diusahakan agar kesalahan tersebut tidak terjadi atau sekecil 

mungkin. Kesalahan yang paling sering ditemukan adalah kurang tepatnya pelaporan umur. 

Kesalahan ini sering terjadi, antara lain karena banyak penduduk terutama di daerah 

perdesaan yang tidak melaporkan umur dengan benar. Hal ini disebabkan penduduk tersebut 

tidak mengetahui tanggal kelahirannya atau umurnya, sehingga pelaporan umurnya hanya 

berdasarkan perkiraan sendiri atau perkiraan pencacah. Ada pula penduduk yang mengetahui 

umurnya secara pasti tetapi karena alasan-alasan tertentu cenderung melaporkan umurnya 

menjadi lebih tua atau lebih muda. 
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 5 

Salah satu data dasar yang dibutuhkan untuk membuat proyeksi penduduk dengan 

metode komponen adalah jumlah penduduk yang dirinci menurut umur dan jenis kelamin. 

Oleh karena itu untuk keperluan proyeksi ini, data dasar yang mengandung kesalahan-

kesalahan tersebut perlu dievaluasi secara cermat, kemudian dilakukan perapihan 

(adjustment) dengan tujuan untuk menghapus atau memperkecil berbagai kesalahan yang 

ditemukan. Mengingat pentingnya data mengenai umur, maka untuk memperoleh keterangan 

umur yang lebih baik, dalam sensus-sensus penduduk yang lalu dan survei penduduk antar 

sensus telah ditempuh berbagai cara. Bagi responden yang tahu tanggal lahirnya dalam 

kalender Masehi, umur responden bisa langsung dihitung, sedangkan bagi responden yang 

tahu tanggal kelahirannya dalam kalender Islam, Jawa dan Sunda, umur responden dihitung 

dengan menggunakan tabel konversi umur yang disediakan dalam buku pedoman 

pencacahan. Terakhir, untuk responden yang tidak tahu tanggal kelahirannya, tetap 

diupayakan memperoleh keterangan tentang umur dengan menghubungkan kejadian penting 

setempat atau nasional, atau membandingkan dengan umur orang/tokoh setempat yang 

diketahui waktu kelahirannya. 

 

Walaupun berbagai usaha untuk memperoleh keterangan tentang umur sudah 

dilakukan namun data penduduk menurut umur dalam SUPAS2005 masih tidak terlepas dari 

kesalahan dalam pelaporan. Kesalahan yang terjadi antara lain karena adanya kebiasaan 

penduduk, terutama yang tidak tahu tanggal lahirnya, melaporkan umurnya pada tahun-tahun 

yang berakhiran 0 dan 5. Masalah ini jelas terlihat dalam piramida penduduk Indonesia hasil 

SUPAS2005, penduduk yang umurnya berakhiran 0 dan 5 sangat menonjol jika 

dibandingkan dengan umur sekitarnya (Gambar 2.1). Disamping itu, seperti telah disebutkan 

di atas, kesalahan juga terjadi ketika penduduk yang tahu umurnya secara pasti tetapi, karena 

alasan tertentu, melaporkan umurnya lebih tua atau lebih muda dari yang sebenarnya. 
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 6 

 

Kesalahan pelaporan umur juga dapat dilihat pada data Rasio Jenis Kelamin (RJK) menurut 

umur hasil SUPAS2005. Kalau pelaporan umur baik, RJK pada suatu umur tertentu tidak 

berbeda besar dengan umur yang disekitarnya. Pada usia 0-4 tahun biasanya sedikit di atas 

100, setelah umur tersebut RJK turun secara teratur dan mencapai nilai di bawah 100 pada 

usia tua. Gambaran seperti ini tidak terlihat pada Tabel 2.1 dan Gambar 2.2, karena RJK 

berfluktuasi naik turun tidak menentu dan yang cukup menarik adalah RJK pada kelompok 

usia 25-29 tahun dan 30-34 tahun sangat rendah. Ada pendapat yang menyebutkan bahwa 

hal ini karena mobilitas laki-laki pada usia tersebut sangat besar, sehingga banyak yang 

lewat cacah pada waktu pencacahan. 

 

 

 

 

Gambar 1. Piramida Penduduk Indonesia Tahun 2005
(Dalam Ribuan)
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 7 

Tabel 2.1. Rasio Jenis Kelamin menurut Golongan Umur Tahun 1971-2005 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Golongan Umur 
(Tahun) 1971 1980 1990 2000 2005 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

0-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50-54 

55-59 

60-64 

65-69 

70-74 

75+ 

101,2 

103,1 

107,7 

97,4 

81,3 

80,4 

87,6 

97,6 

100,9 

109,2 

97,0 

102,4 

86,2 

92,5 

96,6 

93,6 

104,3 

104,2 

107,6 

96,7 

85,1 

97,9 

97,1 

96,1 

96,5 

96,0 

101,0 

103,0 

93,4 

89,8 

81,9 

82,3 

105,2 

105,6 

105,8 

101,2 

88,7 

91,3 

98,8 

107,3 

98,5 

96,9 

96,8 

92,5 

96,2 

93,6 

87,3 

78,5 

103,6 

103,4 

104,0 

100,4 

94,4 

95,2 

99,4 

101,1 

105,7 

110,2 

107,0 

101,8 

95,7 

90,0 

91,0 

79,2 

104,1 

103,8 

104,7 

102,7 

100,4 

94,4 

94,9 

98,9 

100,8 

105,2 

108,8 

104,1 

92,7 

90,4 

85,1 

79,4 

Jumlah 97,2 98,8 99,4 100,5 100,3 

ht
tp

s:/
/w

ww.b
ps

.g
o.

id



 8 

 
 

2.3.2. Perapihan Umur 

 

Perapihan umur perlu dilakukan dengan tujuan untuk memperkecil kesalahan yang 

ada dalam data. Jika perapihan umur tidak dilakukan maka kesalahan-kesalahan itu akan 

terbawa ke dalam penghitungan proyeksi, sehingga akan mempengaruhi jumlah dan struktur 

umur penduduk dalam periode proyeksi tersebut. Dalam melakukan perapihan umur 

kesulitan yang dihadapi adalah tidak diketahui secara pasti letak kesalahan-kesalahan yang 

ada, sehingga sulit menentukan umur-umur mana yang sudah pasti salah dan mana yang 

benar, sehingga perapihan dilakukan untuk semua kelompok umur. 

 

Perapihan data dasar penduduk menurut umur dan jenis kelamin dilakukan dalam 

tiga tahapan yang berbeda. Pertama, merapihkan data penduduk umur (10-69) tahun. Kedua, 

merapihkan data penduduk umur 70 tahun ke atas, tahap terakhir adalah merapihkan data 

penduduk umur (0-9) tahun. Masing-masing tahap perapihan data dasar dilakukan dengan 

metode yang berbeda. 

 

Tahap pertama, menggunakan metode dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN, 1956) yang 

disusun dalam paket komputer Micro Computer Programs for Demographics Analaysis 

(MCPDA). Secara umum formula yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 2.2. Rasio Jenis Kelamin Penduduk Indonesia
Tahun 1971 - 2005
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 9 

 

 

 

5Px*  = Jumlah penduduk yang telah dirapihkan menurut kelompok umur 5 tahunan 

5Px  = Jumlah penduduk dari data dasar menurut kelompok umur 5 tahunan 

 
 Hasil perapihan penduduk menurut jenis kelamin pada kelompok umur 10-69 tahun 

digunakan sebagai tahap pertama penghitungan proyeksi. 

 
 Tahap kedua adalah perapihan penduduk yang berusia 70 tahun ke atas, menggunakan 

distribusi umur penduduk 70 tahun ke atas dari suatu negara yang penduduknya sudah stabil. 

Kelompok penduduk ini tidak besar pengaruhnya terhadap hasil proyeksi karena jumlahnya 

relatif kecil dan dalam waktu relatif singkat akan berkurang menjadi nol. 

 
 Tahap terakhir adalah merapihkan penduduk yang berumur 0-4 dan 5-9 tahun. Jumlah 

penduduk kelompok ini, terutama yang berumur 0 dan 1 tahun, jauh lebih kecil daripada 

yang diharapkan dan diduga karena lewat cacah. Untuk merapihkannya diperlukan data 

angka kelahiran total (TFR) masa lampau yang menggambarkan keadaan paling tidak 10 

tahun sebelum pencacahan, jumlah dan susunan umur wanita usia subur, serta tingkat 

kematian dalam kurun waktu yang sama.  

 

 
2.4. Penentuan Asumsi 
 
  

Menentukan asumsi merupakan kunci penghitungan proyeksi penduduk.  Biasanya 

asumsi mengenai kecenderungan tiga komponen laju pertumbuhan penduduk yaitu, tingkat 

kelahiran, kematian, serta perpindahan penduduk ditentukan oleh kecenderungan yang 

terjadi di masa lalu dengan memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi ketiga 

komponen itu. Namun begitu, informasi ini belum cukup, karena harus dilengkapi dengan 

kecenderungan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang akibat pelaksanaan 

kebijakan pembangunan sektor yang terkait dengan masalah kependudukan. Hal ini diwakili 

oleh  pandangan dan kesepakatan para pakar, para penyusun kebijakan dan para pengambil 

keputusan. Masukan tersebut di atas menjadi pegangan tim teknis BPS dalam menentukan 

asumsi proyeksi. 

 

5Px* = 1/16 (-5Px-10 + 4 5Px-5 + 10 5Px + 4 5Px+5 – 5Px+10)  
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 10 

 
Proyeksi Penduduk Indonesia 2005-2025 disusun dengan asumsi sebagai berikut: 

 

2.4.1 Asumsi Fertilitas 

 

 Angka Kelahiran Total (TFR) Indonesia menurun sesuai dengan tren di masa 

lampau, dan diproyeksikan akan mencapai Net Reproduction Rate (NRR) =1 atau setara 

TFR=2,1 pada tahun 2015 dengan menggunakan rumus fungsi logistik: 

 

                     k 

 Y = L +    

       1 + beat 

 

 dimana: 

 Y   = Perkiraan TFR 

 L    = Perkiraan asymtot bawah TFR pada saat NRR = 1 

 k   = Suatu besaran (konstanta), untuk menentukan asymptot atas 

 a dan b  = Koefisien kurva logistik 

 t   = Waktu sebagai variabel bebas 

 e   = Konstanta eksponensial 
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Tabel  2.2    Estimasi  Angka Kelahiran Total (TFR) menurut Provinsi Tahun 2005-2025 
 

 
Dengan demikian TFR Indonesia turun dari 2,263  pada periode 2001-2004 menjadi 2,085 

pada periode 2020-2025. 

   

2005-2010 2010-2015 2015-2020 2020-2025 
(2007) (2012) (2017) (2022)

(2) (3) (4) (5)

11 Nanggroe Aceh Darussalam 2,410     2,315     2,260     2,229     
12 Sumatera Utara 2,476     2,367     2,306     2,273     
13 Sumatera Barat 2,460     2,343     2,275     2,236     
14 Riau 2,360     2,276     2,230     2,205     
15 Jambi 2,297     2,248     2,225     2,214     
16 Sumatera Selatan 2,207     2,146     2,116     2,101     
17 Bengkulu 2,212     2,142     2,106     2,089     
18 Lampung 2,277     2,221     2,192     2,178     
19 Kep, Bangka Belitung 2,200     2,136     2,105     2,089     
21 Kepulauan Riau 2,360     2,276     2,230     2,206     

31 DKI Jakarta 1,542     1,480     1,445     1,425     
32 Jawa Barat 2,199     2,159     2,141     2,132     
33 Jawa Tengah 2,022     1,965     1,934     1,918     
34 DI Yogyakarta 1,388     1,384     1,383     1,383     
35 Jawa Timur 1,668     1,645     1,634     1,628     
36 Banten 2,290     2,264     2,253     2,249     

51 Bali 1,688     1,638     1,610     1,595     
52 Nusa Tenggara Barat 2,480     2,310     2,214     2,162     
53 Nusa Tenggara Timur 2,866     2,641     2,476     2,359     

61 Kalimantan Barat 2,465     2,347     2,278     2,238     
62 Kalimantan Tengah 2,229     2,175     2,148     2,134     
63 Kalimantan Selatan 2,179     2,128     2,102     2,089     
64 Kalimantan Timur 2,240     2,173     2,133     2,111     

71 Sulawesi Utara 1,913     1,881     1,866     1,858     
72 Sulawesi Tengah 2,339     2,240     2,188     2,161     
73 Sulawesi Selatan 2,291     2,210     2,162     2,134     
74 Sulawesi Tenggara 2,667     2,473     2,347     2,266     
75 Gorontalo 2,273     2,206     2,167     2,144     
76 Sulawesi Barat 2,289     2,209     2,163     2,136     

81 Maluku 2,714     2,605     2,546     2,516     
82 Maluku Utara 2,657     2,577     2,537     2,518     

91 Irian Jaya Barat 2,722     2,609     2,537     2,490     
94 Papua 2,689     2,615     2,576     2,554     

2,173     2,125     2,099     2,085     INDONESIA

(1)

TFR
Provinsi
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 12 

  TFR di setiap provinsi diasumsikan menurun dengan kecepatan yang berbeda 

sesuai dengan tren di masa lampau masing-masing provinsi dan diproyeksikan dengan 

menggunakan rumus fungsi logistik seperti proyeksi TFR Indonesia. Selain menggunakan 

kecenderungan tingkat fertilitas di masa lampau, juga digunakan target pencapaian tingkat 

fertilitas di masa yang akan datang yang didapat dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana 

Nasional (BKKBN). Seperti halnya pada tingkat nasional, apabila provinsi telah mencapai 

situasi NRR=1 atau setara TFR=2,1, maka kecenderungan TFR akan ditahan/dipagu pada 

angka 2,1 tersebut. Untuk provinsi-provinsi yang telah mencapai NRR=1 atau setara 

TFR=2,1 dan bahkan telah berada di bawah nilai “replacement level” tersebut, TFR akan 

dibuat konstan atau tidak dilanjutkan penurunannya sampai level fertilitas paling rendah 1,2 

anak per wanita sebagaimana pengalaman level fertilitas pada negara maju. 

 
 
2.4.2. Asumsi Mortalitas 

  Angka Kematian Bayi (IMR) Indonesia menurun sesuai dengan tren di masa lam-

pau dan diproyeksikan akan mencapai IMR = 23 pada  tahun 2015, sesuai dengan Tujuan 

Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals/MDGs) dengan menggunakan ru-

mus fungsi logistik. 

     k 

 Y = L +    

       1 + beat 

 dimana: 
 Y   = Perkiraan IMR 

 L   = Perkiraan asymtot bawah 

 k   = Suatu besaran, dimana k+L=180 adalah asymtot atas 

 a dan b  = koefisien kurva logistik 

 t   = waktu sebagai variabel bebas 

 e   = konstanta eksponensial 
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 13 

 
Tabel  2.3    Estimasi  Angka Kematian Bayi (IMR) menurut Provinsi Tahun 2005-2025 

 

 
Dengan demikian, IMR Indonesia akan turun dari 32 pada tahun 2001 menjadi 21 pada 

tahun 2022. 

 

2005-2010 2010-2015 2015-2020 2020-2025 
(2007) (2012) (2017) (2022)

(2) (3) (4) (5)

11 Nanggroe Aceh Darussalam 32        30        29        28        
12 Sumatera Utara 23        20        18        17        
13 Sumatera Barat 27        23        21        19        
14 Riau 22        20        18        18        
15 Jambi 27        24        23        22        
16 Sumatera Selatan 25        23        21        20        
17 Bengkulu 29        25        23        21        
18 Lampung 25        21        18        15        
19 Kep, Bangka Belitung 26        24        23        22        
21 Kepulauan Riau 20        19        19        18        

31 DKI Jakarta 8        7        7        7        
32 Jawa Barat 27        24        22        21        
33 Jawa Tengah 21        18        15        13        
34 DI Yogyakarta 9        8        7        7        
35 Jawa Timur 25        21        18        16        
36 Banten 32        29        27        26        

51 Bali 13        12        11        11        
52 Nusa Tenggara Barat 44        37        34        32        
53 Nusa Tenggara Timur 32        27        24        22        

61 Kalimantan Barat 28        25        24        23        
62 Kalimantan Tengah 23        21        20        19        
63 Kalimantan Selatan 34        30        27        25        
64 Kalimantan Timur 20        14        12        11        

71 Sulawesi Utara 12        9        8        8        
72 Sulawesi Tengah 35        31        28        26        
73 Sulawesi Selatan 28        24        22        20        
74 Sulawesi Tenggara 30        25        23        21        
75 Gorontalo 31        26        22        20        
76 Sulawesi Barat 28        24        22        20        

81 Maluku 32        28        26        24        
82 Maluku Utara 35        29        26        23        

91 Irian Jaya Barat 32        27        23        21        
94 Papua 31        27        24        22        

27        24        22        21        INDONESIA

(1)

IMR
Provinsi
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 Sedangkan IMR di setiap provinsi menurun dengan kecepatan yang berbeda sesuai 

dengan tren di masa lampau masing-masing provinsi dan diproyeksikan dengan 

menggunakan rumus fungsi logistik seperti proyeksi TFR Indonesia. Selain menggunakan 

data kecenderungan tingkat mortalitas di masa lampau, juga digunakan informasi mengenai 

target pencapaian tingkat mortalitas di masa yang akan datang yang didapat dari Departemen 

Kesehatan. Khusus untuk perkiraan tingkat mortalitas di Provinsi Nanggroe Aceh 

Darussalam, selain berdasarkan tingkat mortalitas waktu lampau juga dipertimbangkan 

tingkat mortalitas pasca tsunami (Desember 2004). 

 

2.4.3. Asumsi Migrasi 

  

 Migrasi Internasional neto dapat diabaikan (diasumsikan sama dengan nol), 

karena orang yang keluar-masuk Indonesia diperkirakan seimbang dan relatif sangat kecil 

dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. 
 
  Sedangkan asumsi pola migrasi provinsi dianggap sama dengan pola migrasi data 

dasar yaitu pola migrasi berdasarkan data SUPAS 2005. Pola migrasi yang dipakai adalah 

pola migrasi risen tahun 2000-2005 dan dihitung dengan metode Age Specific Net Migration 

Rate  (ASNMR) menurut umur dan jenis kelamin. 
 
  ASNMR untuk penduduk 5 tahun ke atas baik laki-laki maupun perempuan 

dihitung dengan rumus: 

 
 ASNMRi  =  Mig-Ini  -  Mig-Outi  /  ( 5 x Pi mid 00-05 ) x 1000 
 
dimana : 

  Mig-Ini  =  Migrasi masuk di  provinsi i 

  Mig-Outi  =  Migrasi keluar di provinsi i 

  Pi mid 00-05  =  Penduduk pertengahan tahun 2000-2005 

 

Sedangkan ASNMR untuk penduduk 0-4 tahun dihitung dengan rumus : 

 

 
        0,25 x M15-49

P x 100/205 
  ASNMR0-4

P    =         x    1000 
                          5 x P0-4

P 
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    0,25 x M15-49

P x 105/205 
  ASNMR0-4

L    =         x    1000 
                          5 x P0-4

L 
 
 
dimana : 
 
  M15-49

P  = jumlah migran perempuan umur 15-49 tahun 
 
  P0-4

P      = jumlah penduduk perempuan umur 0-4 tahun 
   
  P0-4

L     = jumlah penduduk perempuan umur 0-4 tahun 
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Laki-laki

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

11 Nanggroe Aceh Darussalam 0.02 0.03 0.05 0.05 0.02 -0.02 -0.05 -0.02

12 Sumatera Utara 0.00 0.43 0.27 -1.72 -5.37 -3.61 -1.43 -0.30

13 Sumatera Barat 0.00 0.97 0.64 -0.10 -8.62 -3.20 0.99 6.28

14 Riau 0.00 3.09 2.68 5.48 10.05 7.52 4.65 4.92

15 Jambi 0.00 -0.28 -0.56 2.14 2.74 2.64 4.30 0.77

16 Sumatera Selatan 0.00 -1.12 0.82 0.01 -4.53 -2.80 -1.73 -0.66

17 Bengkulu 0.00 -1.07 -0.89 -1.60 -3.15 6.52 4.63 -2.36

18 Lampung 0.00 0.52 -0.72 -1.74 -3.60 1.06 -1.09 0.63

19 Kep. Bangka Belitung 0.00 0.27 2.47 2.07 4.00 7.27 2.08 -3.46

21 Kepulauan Riau 0.00 3.10 4.25 15.75 65.53 39.47 24.62 10.56

31 DKI Jakarta 0.00 -17.86 -7.72 -0.31 13.38 5.05 -14.78 -19.91

32 Jawa Barat 0.00 2.33 0.91 0.22 1.16 0.64 3.07 3.96

33 Jawa Tengah 0.00 -0.02 0.16 -2.14 -10.76 -6.11 0.01 -1.33

34 DI Yogyakarta 0.00 8.18 3.81 14.81 40.35 -0.64 -0.83 1.35

35 Jawa Timur 0.00 -0.06 0.46 -0.92 -2.55 -1.78 -0.95 0.24

36 Banten 0.00 1.59 0.99 4.05 9.28 6.33 5.24 3.58

51 Bali 0.00 1.17 0.96 2.91 11.23 2.28 4.01 0.85

52 Nusa Tenggara Barat 0.00 -0.58 0.18 0.31 -3.35 2.53 1.30 0.53

53 Nusa Tenggara Timur 0.00 1.09 1.03 -0.58 -1.47 -1.09 1.02 1.77

61 Kalimantan Barat 0.00 -0.19 -2.48 -0.89 -1.25 -1.29 -2.01 -0.72

62 Kalimantan Tengah 0.00 -4.26 -5.03 -2.35 -1.57 1.78 3.90 -4.31

63 Kalimantan Selatan 0.00 2.42 0.07 2.38 4.40 5.84 2.66 2.60

64 Kalimantan Timur 0.00 4.18 5.57 10.02 21.06 18.92 11.31 6.59

71 Sulawesi Utara 0.00 1.46 0.19 0.08 -2.11 0.82 0.00 -0.15

72 Sulawesi Tengah 0.00 3.62 0.93 2.41 0.23 4.62 3.94 5.01

73 Sulawesi Selatan 0.00 -1.55 -1.69 -1.60 -0.81 -2.83 -3.80 -0.16

74 Sulawesi Tenggara 0.00 2.70 1.76 0.31 -1.22 2.89 2.86 -1.93

75 Gorontalo 0.00 -3.83 1.19 -0.91 3.60 -8.31 -3.91 0.32

76 Sulawesi Barat 0.00 5.85 1.77 -0.96 -6.82 5.09 4.53 5.27

81 Maluku 0.00 -5.77 -3.57 -3.79 -10.71 -6.87 -2.05 -3.97

82 Maluku Utara 0.00 -4.02 -4.51 1.81 -5.12 -1.20 -0.15 -1.24

91 Irian Jaya Barat 0.00 -0.88 0.24 4.30 13.59 9.92 -3.77 3.31

94 Papua 0.00 0.20 -0.91 1.47 6.48 7.20 2.76 -0.19

Provinsi/Kelompok Umur

(1)

Tabel 2.4. Migrasi Neto menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
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Laki-laki (Lanjutan)

40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

11 Nanggroe Aceh Darussalam -0.04 -0.03 -0.05 -0.11 -0.06 -0.06 -0.06 -0.03

12 Sumatera Utara -2.47 0.05 -0.47 -0.45 0.40 0.27 -1.47 -0.44

13 Sumatera Barat -0.99 -0.34 0.63 1.71 0.59 -0.22 1.18 0.08

14 Riau 7.77 4.73 3.94 -1.10 1.76 1.78 4.62 3.04

15 Jambi 1.74 2.50 1.99 1.32 1.07 1.03 -2.11 -3.32

16 Sumatera Selatan -0.65 0.20 0.17 -0.49 -1.95 -2.41 -2.72 -0.84

17 Bengkulu 1.64 -0.98 -5.62 1.27 3.08 3.12 5.13 3.64

18 Lampung 1.01 0.86 0.01 2.05 -2.77 1.17 -0.24 0.04

19 Kep. Bangka Belitung 1.58 -2.12 -2.89 -4.13 0.86 0.00 3.12 0.00

21 Kepulauan Riau 12.26 6.75 3.05 4.51 10.62 0.00 0.00 0.00

31 DKI Jakarta -12.73 -7.53 -1.31 -6.80 -8.88 -11.74 -16.23 -3.33

32 Jawa Barat 2.26 0.58 0.45 0.65 1.21 1.88 2.27 -0.36

33 Jawa Tengah -1.08 -0.31 -0.07 0.41 0.18 -0.52 0.58 0.23

34 DI Yogyakarta 5.36 -0.84 2.03 4.73 1.61 -0.21 -1.14 1.46

35 Jawa Timur 0.16 0.04 -0.27 0.51 0.00 0.52 -0.23 0.00

36 Banten 3.76 6.27 1.46 -0.78 2.84 2.41 0.00 2.66

51 Bali 1.31 1.24 2.22 -0.15 1.70 -0.51 0.00 0.00

52 Nusa Tenggara Barat -1.04 -0.28 0.30 0.00 -0.30 -0.29 0.00 -0.82

53 Nusa Tenggara Timur 0.12 0.93 1.33 0.47 0.87 0.00 0.58 2.88

61 Kalimantan Barat -1.15 -1.59 -1.31 -1.68 0.82 0.00 0.00 -0.76

62 Kalimantan Tengah -1.84 -3.50 -4.95 0.48 -6.76 -6.98 0.00 1.30

63 Kalimantan Selatan 1.22 -0.39 -1.06 -1.48 1.79 -0.07 0.00 -2.20

64 Kalimantan Timur 2.65 3.59 3.39 0.63 3.31 0.27 -4.52 2.21

71 Sulawesi Utara 0.78 -1.50 0.68 -2.70 -1.22 -4.57 3.71 -0.76

72 Sulawesi Tengah 3.23 -0.28 1.95 0.70 2.41 1.31 3.42 -1.74

73 Sulawesi Selatan -0.96 -1.91 -0.67 -0.75 0.25 0.12 1.55 0.56

74 Sulawesi Tenggara -3.33 2.06 1.54 0.69 1.59 0.00 1.84 0.00

75 Gorontalo 0.25 0.36 3.03 1.95 0.00 0.00 -5.15 2.91

76 Sulawesi Barat 3.10 3.29 1.34 3.65 -8.90 -2.67 -6.35 0.00

81 Maluku -6.52 -2.07 -0.80 1.75 -4.31 -6.72 -2.40 2.85

82 Maluku Utara -0.43 0.66 -3.72 -4.01 1.48 0.00 0.00 0.00

91 Irian Jaya Barat -3.03 -1.72 -2.70 2.98 -8.23 0.00 0.00 0.00

94 Papua 1.23 -2.13 1.67 -3.61 3.71 8.71 4.49 0.00

Provinsi/Kelompok Umur

(1)

Tabel 2.4. Migrasi Neto menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
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Perempuan

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

11 Nanggroe Aceh Darussalam -0.01 -0.02 -0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02

12 Sumatera Utara 0.00 0.23 -0.29 -2.09 -10.55 -4.32 -1.64 0.55

13 Sumatera Barat 0.00 3.37 -0.82 -2.56 -13.08 -5.56 4.02 0.09

14 Riau 0.00 3.14 3.38 7.89 15.09 9.65 4.77 2.69

15 Jambi 0.00 2.07 -0.09 -2.55 2.52 2.82 1.12 2.53

16 Sumatera Selatan 0.00 0.17 -1.10 -2.64 -5.96 -1.78 0.46 -0.44

17 Bengkulu 0.00 -4.30 0.95 3.72 2.39 2.00 -0.83 2.10

18 Lampung 0.00 1.32 0.14 -4.05 -4.90 -0.61 0.79 -0.53

19 Kep. Bangka Belitung 0.00 1.53 -0.46 -2.62 -7.59 10.61 -3.11 0.29

21 Kepulauan Riau 0.00 3.48 4.86 38.71 152.88 33.81 15.48 6.23

31 DKI Jakarta 0.00 -13.85 -5.59 25.36 16.15 -2.35 -14.00 -11.67

32 Jawa Barat 0.00 1.59 0.95 0.88 3.41 2.39 3.49 2.11

33 Jawa Tengah 0.00 0.06 -0.27 -8.12 -10.88 -5.32 -0.65 -0.26

34 DI Yogyakarta 0.00 1.64 8.39 19.22 18.88 -0.76 1.19 3.11

35 Jawa Timur 0.00 -0.04 -0.09 -1.42 -3.69 -0.32 -0.51 -0.36

36 Banten 0.00 1.25 2.11 4.71 7.55 4.25 5.23 3.08

51 Bali 0.00 1.06 0.17 4.90 5.32 4.77 1.69 1.71

52 Nusa Tenggara Barat 0.00 -0.03 -0.45 -0.40 -3.75 0.21 -0.01 0.45

53 Nusa Tenggara Timur 0.00 0.98 -0.47 -1.29 -3.36 2.12 0.97 -0.31

61 Kalimantan Barat 0.00 -0.71 -0.10 -0.77 -0.92 -0.19 -0.87 0.93

62 Kalimantan Tengah 0.00 -4.33 -1.97 -1.01 1.56 2.69 -3.27 -3.57

63 Kalimantan Selatan 0.00 -0.67 -0.07 0.55 2.00 3.68 -0.19 1.40

64 Kalimantan Timur 0.00 8.98 1.20 3.76 19.75 11.72 6.79 6.37

71 Sulawesi Utara 0.00 0.11 -0.20 0.35 -1.36 -4.03 -0.79 0.85

72 Sulawesi Tengah 0.00 1.57 3.98 1.03 3.48 2.13 4.66 1.85

73 Sulawesi Selatan 0.00 -1.54 -0.64 -0.03 -2.40 -2.13 -1.14 -2.64

74 Sulawesi Tenggara 0.00 1.08 2.15 1.40 0.47 2.94 1.13 3.22

75 Gorontalo 0.00 -0.46 1.06 -2.42 -11.21 -1.14 -3.12 3.49

76 Sulawesi Barat 0.00 4.19 -0.94 -3.77 4.85 5.22 3.99 2.36

81 Maluku 0.00 -3.19 -1.91 -0.57 -5.02 -3.73 -7.18 -2.88

82 Maluku Utara 0.00 -0.69 -0.88 -1.85 -1.49 0.86 -4.57 -0.28

91 Irian Jaya Barat 0.00 0.35 0.62 -0.29 5.04 3.28 -3.93 1.00

94 Papua 0.00 -2.81 -0.14 2.21 5.70 6.05 1.57 1.16

Provinsi/Kelompok Umur

(1)

Tabel 2.5. Migrasi Neto menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
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Perempuan (Lanjutan)

40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

11 Nanggroe Aceh Darussalam 0.03 0.05 0.04 -0.02 0.01 0.06 0.06 0.12

12 Sumatera Utara -0.65 0.35 1.21 1.46 -1.44 -2.25 -1.35 -0.25

13 Sumatera Barat -0.02 -0.22 1.53 -0.99 -0.74 0.63 0.38 0.40

14 Riau 3.80 2.38 1.29 -0.94 8.17 4.14 -1.47 3.35

15 Jambi 1.52 0.47 0.49 -1.97 -0.69 2.37 -0.78 -0.34

16 Sumatera Selatan 0.29 0.50 -1.37 -2.84 -0.68 -1.42 0.00 -0.70

17 Bengkulu -4.44 0.14 1.46 1.45 -0.85 5.51 6.84 4.17

18 Lampung 0.53 -0.48 0.86 -1.47 3.45 0.00 0.52 -0.15

19 Kep. Bangka Belitung 1.01 -0.87 -0.24 -0.86 0.00 2.16 0.00 -19.99

21 Kepulauan Riau 1.87 1.51 11.29 10.56 4.91 3.85 0.00 0.00

31 DKI Jakarta -4.89 -5.24 -4.27 -2.81 -10.10 0.36 -7.07 -4.40

32 Jawa Barat 1.21 0.48 0.59 0.35 1.67 0.53 1.27 -0.13

33 Jawa Tengah -0.58 -0.27 -0.21 -0.02 0.00 -0.16 -0.60 -0.33

34 DI Yogyakarta 2.15 2.19 4.70 1.42 0.06 -1.02 -0.70 1.07

35 Jawa Timur -0.01 0.14 -0.22 0.05 -0.25 -0.44 -0.03 0.18

36 Banten 2.17 4.99 1.84 3.05 4.82 4.12 2.99 1.49

51 Bali 2.61 1.58 -0.05 0.00 -2.24 3.10 0.00 3.62

52 Nusa Tenggara Barat -0.17 -0.04 0.21 0.00 -0.21 0.00 0.00 0.24

53 Nusa Tenggara Timur 0.69 0.69 0.46 0.23 0.05 0.93 0.48 0.00

61 Kalimantan Barat -1.40 -1.50 -1.60 -1.71 0.00 -0.45 0.00 2.16

62 Kalimantan Tengah -1.35 -1.43 1.00 -8.64 -14.55 0.82 2.20 1.21

63 Kalimantan Selatan 2.02 -0.48 -0.39 0.20 -1.38 -0.30 0.02 -0.65

64 Kalimantan Timur 1.79 3.09 1.57 2.37 2.88 0.44 3.30 1.44

71 Sulawesi Utara 1.37 -1.07 0.34 0.79 0.46 -1.52 1.43 0.00

72 Sulawesi Tengah 0.76 1.49 2.26 0.87 -0.40 1.37 0.00 1.95

73 Sulawesi Selatan 0.40 -0.63 -0.95 0.67 -0.05 -0.60 -0.96 -0.29

74 Sulawesi Tenggara -0.13 1.03 1.52 0.00 1.88 -0.85 0.86 0.00

75 Gorontalo 0.78 0.96 0.00 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00

76 Sulawesi Barat 4.33 -0.23 -2.78 -5.22 2.37 0.00 0.00 -1.01

81 Maluku -3.01 -0.54 -1.58 -2.00 -2.67 0.00 2.78 0.00

82 Maluku Utara -1.61 -1.29 -4.57 0.00 3.30 3.29 2.36 0.00

91 Irian Jaya Barat -1.01 3.21 -5.42 -2.65 -2.70 0.00 0.00 0.00

94 Papua 0.41 -3.04 0.32 7.71 2.82 0.00 11.97 0.00

Provinsi/Kelompok Umur

(1)

Tabel 2.5. Migrasi Neto menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
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2.4.4. Urbanisasi 

 

  Urbanisasi dapat diartikan sebagai perkembangan penduduk daerah perkotaan, yaitu 

daerah yang mempunyai cirri-ciri perkotaan seperti: kepadatan penduduk yang tinggi, per-

sentase rumah tangga pertanian serta persentase pengguna listrik dan telepon, dll.  Perbedaan 

dan perubahan karakteristik desa dijadikan indikator dalam penggolongan desa. Dalam 

kegiatan statistik di BPS seperti: perencanaan sensus/survei,  penyajian dan analisis data, 

suatu desa diklasifikasikan menjadi Perkotaan (urban) dan Perdesaan (rural) 

 

KONSEP DAN DEFINISI 

Kelurahan/Desa 

 Kelurahan/Desa merupakan wilayah administratif bagian dari kecamatan. Berdasarkan 

fasilitas dan muatannya kelurahan/desa dibedakan menjadi 2 klasifikasi yaitu daerah 

perkotaan (urban) dan perdesaan (rural). 

 

Kelurahan adalah suatu  wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk, yang 

mempunyai organisasi pemerintahan terendah dan langsung di bawah camat, dan tidak  

berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik 

Indonesia. Kepala  Kelurahan (lurah) adalah Pegawai Negeri Sipil dan tidak dipilih oleh 

rakyat.  

 

Desa adalah suatu  wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan 

masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi 

pemerintahan terendah dan langsung di bawah camat, serta berhak menyelenggarakan rumah 

tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia. Kepala  Desa dipilih 

oleh rakyat desa tersebut.  

 

Suatu kelurahan/desa bisa diklasifikasikan sebagai daerah perkotaan atau perdesaan 

didasarkan atas penghitungan nilai skor dari beberapa variabel hasil Podes 1996.  
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Variabel-variabel tersebut adalah:  

Kepadatan Penduduk 

Persentase rumah tangga pertanian. 

Persentase rumah tangga listrik. 

Persentase rumah tangga telepon. 

Akses fasilitas utama perkotaan (Sekolah TK, Sekolah SMP, Sekolah SMU, Pasar, Gedung 

Bioskop, Pertokoan, Rumah Sakit dan dan Hotel). 

 

Apabila total skor desa dari variabel-variabel tersebut sebesar:  

≥ 10 maka Desa tersebut diklasifikasikan sebagai Daerah Perkotaan. 

< 10 maka Desa tersebut diklasifikasikan sebagai Daerah Perdesaan. 

 

Dari uraian di atas maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

Daerah perkotaan adalah suatu wilayah administratif setingkat kelurahan/desa yang 

memenuhi persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, persentase rumah 

tangga pertanian, rumah tangga pengguna listrik dan telepon, dan sejumlah fasilitas 

perkotaan dan aksesnya, seperti sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, 

dan sebagainya.  

Daerah perdesaan adalah suatu wilayah administratif setingkat kelurahan/desa yang belum 

memenuhi persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, persentase rumah 

tangga pertanian, rumah tangga pengguna listrik dan telepon, dan sejumlah fasilitas 

perkotaan dan aksesnya, seperti sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, 

dan sebagainya.  

 

2.4.5. Metodologi 

 

  Penghitungan proyeksi penduduk daerah perkotaan menggunakan rumus Urban 

Rural Growth Difference (URGD), yaitu proyeksi penduduk perkotaan berdasarkan perbe-

daan laju pertumbuhan penduduk daerah perkotaan dan perdesaan. 
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Penentuan asumsi URGD untuk provinsi dikelompokkan menjadi tiga: 

URGD Tinggi, untuk provinsi yang perbedaan laju pertumbuhan antara penduduk daerah 

perkotaan dan daerah perdesaan (URGD) lebih dari 30 persen. Untuk kelompok provinsi 

dengan URGD tinggi diasumsikan terjadi penurunan URGD sebesar 10 persen setiap 5 ta-

hun. Provinsi-provinsi yang termasuk dalam kelompok ini adalah: Nanggroe Aceh Darussa-

lam, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,  Banten, Bali, Nusa Teng-

gara Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo. 
 
URGD Sedang, untuk provinsi yang perbedaan laju pertumbuhan penduduk daerah perko-

taan dan daerah perdesaan (URGD) antara 20-30 persen. Untuk kelompok provinsi dengan 

URGD sedang diasumsikan terjadi penurunan URGD sebesar 7 persen setiap 5 tahun. 

Provinsi-provinsi yang termasuk dalam kelompok ini adalah: Sumatera Barat, Riau Jambi, 

Sumatera Selatan, Bangka Belitung, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan 

Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat. 
 
URGD Rendah, untuk provinsi yang perbedaan laju pertumbuhan penduduk daerah 

perkotaan dan daerah perdesaan (URGD) di bawah  20 persen. Untuk kelompok provinsi 

dengan URGD rendah diasumsikan terjadi penurunan URGD sebesar 5% setiap 5 tahun. 

Provinsi-provinsi yang termasuk dalam kelompok ini adalah: Sumatera Utara, Kepulauan 

Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Irian Jaya Barat  dan 

Papua. 

 

Rumus penghitungan penduduk daerah perkotaan dengan metode URGD adalah: 

             T'+  dR 
                  U’    =             X    U 
                         T 
 

dimana: 

U’ = Jumlah penduduk daerah perkotaan tahun t + 1 

U  =  Jumlah penduduk daerah perkotaan tahun t 

R  =  Jumlah penduduk daerah perdesaan tahun t 

d  =  Perbedaan laju pertumbuhan penduduk daerah perkotaan dan perdesaan 

T' =  Jumlah penduduk total tahun t + 1 

T  =  Jumlah penduduk total tahun t 
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Tabel 2.6. Perbedaan Laju Pertumbuhan Penduduk Daerah Perkotaan dan Perdesaan 
(URGD) per Provinsi, 2000-2025 

 

 
 

Provinsi 2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020 2020-2025

(2) (3) (4) (5) (6)

11 Nanggroe Aceh Darussalam 0.3003 0.2702 0.2432 0.2189 0.1970
12 Sumatera Utara 0.1629 0.1548 0.1471 0.1397 0.1327
13 Sumatera Barat 0.2707 0.2518 0.2342 0.2178 0.2025
14 Riau 0.2030 0.1888 0.1756 0.1633 0.1519
15 Jambi 0.2208 0.2053 0.1910 0.1776 0.1652
16 Sumatera Selatan 0.2082 0.1936 0.1800 0.1674 0.1557
17 Bengkulu 0.3116 0.2804 0.2524 0.2272 0.2044
18 Lampung 0.3862 0.3476 0.3128 0.2815 0.2534
19 Kep. Bangka Belitung 0.2082 0.1936 0.1839 0.1747 0.1660
21 Kepulauan Riau 0.1571 0.0942 0.0660 0.0528 0.0475

31 DKI Jakarta 0.0083 0.0079 0.0075 0.0072 0.0068
32 Jawa Barat 0.3709 0.3338 0.3004 0.2704 0.2433
33 Jawa Tengah 0.3472 0.3125 0.2812 0.2531 0.2278
34 DI Yogyakarta 0.2874 0.2673 0.2485 0.2311 0.2150
35 Jawa Timur 0.3410 0.3069 0.2762 0.2486 0.2237
36 Banten 0.3709 0.3338 0.3004 0.2704 0.2433

51 Bali 0.3410 0.3069 0.2762 0.2486 0.2237
52 N T B 0.3410 0.3069 0.2762 0.2486 0.2237
53 N T T 0.2108 0.1960 0.1823 0.1695 0.1577

61 Kalimantan Barat 0.1704 0.1619 0.1538 0.1461 0.1388
62 Kalimantan Tengah 0.3762 0.3386 0.3047 0.2743 0.2468
63 Kalimantan Selatan 0.2473 0.2300 0.2139 0.1989 0.1850
64 Kalimantan Timur 0.2109 0.1961 0.1824 0.1696 0.1578

71 Sulawesi Utara 0.3100 0.2790 0.2511 0.2260 0.2034
72 Sulawesi Tengah 0.1171 0.1113 0.1057 0.1004 0.0954
73 Sulawesi Selatan 0.2413 0.2244 0.2087 0.1941 0.1805
74 Sulawesi Tenggara 0.1557 0.1479 0.1405 0.1335 0.1268
75 Gorontalo 0.3100 0.2790 0.2511 0.2260 0.2034
76 Sulawesi Barat 0.4650 0.4185 0.3766 0.3389 0.3051

81 Maluku 0.0420 0.0399 0.0379 0.0360 0.0342
82 Maluku Utara 0.0420 0.0399 0.0379 0.0360 0.0342

91 Irian Jaya Barat 0.0420 0.0399 0.0379 0.0360 0.0342
94 Papua 0.0420 0.0399 0.0379 0.0360 0.0342

(1)
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BAB III 

HASIL PERHITUNGAN 
 
 

 

3.1.  Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk 

 

  Hasil proyeksi menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia selama dua puluh 

tahun mendatang terus meningkat yaitu dari 219,8  juta pada tahun 2005 menjadi 270,5 juta 

pada tahun 2025 (Tabel 3.1). Walaupun demikian, pertumbuhan rata-rata per tahun 

penduduk Indonesia selama periode 2005-2025 menunjukkan kecenderungan terus menurun. 

Dalam periode 2005-2010 dan 2020-2025, penduduk Indonesia turun dengan kecepatan 1,27 

persen menjadi 0,82 persen per tahun. Turunnya laju pertumbuhan ini disebabkan oleh 

turunnya tingkat kelahiran dan kematian, namun penurunan karena kelahiran lebih cepat 

daripada penurunan karena kematian. Crude Birth Rate (CBR) turun dari sekitar 20 per 1000 

penduduk pada awal proyeksi menjadi 15 per 1000 penduduk pada akhir periode proyeksi, 

sedangkan Crude Death Rate (CDR) naik dari  6 per 1000 penduduk pada awal proyeksi 

menjadi 8 per 1000 penduduk pada akhir proyeksi.  

 

  Salah satu ciri penduduk Indonesia adalah persebaran antar pulau dan provinsi yang 

tidak merata.  Sejak tahun 1930, sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, 

padahal luas pulau itu kurang dari tujuh persen dari luas total wilayah daratan Indonesia. Na-

mun secara perlahan persentase penduduk Indonesia yang tinggal di Pulau Jawa terus menu-

run dari sekitar 58,6 persen pada tahun 2005 menjadi 55,7 persen pada tahun 2025. Sebali-

knya Kepulauan Maluku, Papua, serta pulau Kalimantan yang luasnya hampir empat kali 

dan lima kali luas pulau jawa, hanya dihuni satu persen dan lima persen dari total penduduk 

Indonesia. Namun demikian, persentase  penduduk yang tinggal di luar pulau jawa 

meningkat seperti, Pulau Sumatera naik dari 21,1 persen menjadi 22,8 persen, Kalimantan 

naik dari 5,5  persen menjadi 6,0 persen pada periode yang sama.  Selain pertumbuhan alami 

di pulau-pulau tersebut memang lebih tinggi dari pertumbuhan alami di Jawa, faktor arus 

perpindahan yang mulai menyebar ke pulau-pulau tersebut juga menentukan distribusi 

penduduk (Tabel 3.1). 
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Table 3.1. Estimasi Penduduk Menurut Provinsi 2005-2025 (dalam Ribuan) 

 

 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

11 Nanggroe Aceh Darussalam 4,083.6 4,432.4 4,765.6 5,071.1 5,348.7
12 Sumatera Utara 12,418.0 13,452.4 14,435.9 15,338.5 16,162.5
13 Sumatera Barat 4,567.2 4,892.4 5,205.6 5,495.0 5,761.0
14 Riau 4,835.9 5,423.0 5,988.7 6,539.3 7,091.3
15 Jambi 2,650.4 2,879.9 3,103.8 3,314.2 3,511.2
16 Sumatera Selatan 6,815.9 7,322.5 7,802.3 8,232.0 8,609.2
17 Bengkulu 1,566.2 1,691.6 1,811.0 1,921.3 2,023.6
18 Lampung 7,087.4 7,592.2 8,082.2 8,539.0 8,960.3
19 Kep. Bangka Belitung 1,074.8 1,153.5 1,226.1 1,288.6 1,341.1
21 Kepulauan Riau 1,278.9 1,579.6 1,933.2 2,337.1 2,793.3

31 DKI Jakarta 8,892.3 9,294.9 9,581.1 9,758.5 9,850.6
32 Jawa Barat 39,150.5 42,081.6 44,891.3 47,505.3 49,928.0
33 Jawa Tengah 31,873.5 33,094.6 34,116.4 34,891.6 35,457.0
34 DI Yogyakarta 3,365.5 3,534.6 3,686.9 3,814.1 3,918.6
35 Jawa Timur 36,481.8 37,469.7 38,258.6 38,760.1 38,962.0
36 Banten 9,071.1 9,964.3 10,886.7 11,803.9 12,699.8

51 Bali 3,405.4 3,584.8 3,735.1 3,855.7 3,954.6
52 N T B 4,149.1 4,503.2 4,830.6 5,124.3 5,390.5
53 N T T 4,279.5 4,704.8 5,125.5 5,523.8 5,895.2

61 Kalimantan Barat 4,037.2 4,388.5 4,723.0 5,028.2 5,303.6
62 Kalimantan Tengah 1,969.7 2,113.8 2,245.4 2,362.3 2,465.9
63 Kalimantan Selatan 3,296.6 3,545.1 3,781.6 3,997.3 4,190.4
64 Kalimantan Timur 2,887.1 3,235.1 3,588.0 3,938.3 4,285.1

71 Sulawesi Utara 2,143.8 2,249.3 2,345.2 2,426.8 2,494.0
72 Sulawesi Tengah 2,312.0 2,521.8 2,724.1 2,915.6 3,096.3
73 Sulawesi Selatan 7,489.7 8,010.7 8,498.8 8,935.9 9,322.1
74 Sulawesi Tenggara 1,945.2 2,161.4 2,372.8 2,574.5 2,767.5
75 Gorontalo 936.3 995.5 1,050.6 1,100.6 1,145.1
76 Sulawesi Barat 985.7 1,063.1 1,138.5 1,208.6 1,272.6

81 Maluku 1,264.8 1,358.3 1,451.5 1,540.2 1,623.2
82 Maluku Utara 914.1 990.5 1,069.0 1,146.9 1,222.2
91 Irian Jaya Barat 688.2 757.7 825.3 889.7 951.7
94 Papua 1,934.7 2,138.5 2,342.9 2,543.6 2,740.2

219,852.0 234,181.4 247,623.2 259,721.8 270,538.4

2015 2020 2025

Indonesia

Provinsi 2005 2010
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  Jumlah penduduk di setiap provinsi sangat beragam dan bertambah dengan laju 

pertumbuhan yang sangat beragam pula.  Bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan 

periode 2000-2005, maka terlihat laju pertumbuhan penduduk di sebagian besar provinsi 

mengalami penurunan, hanya beberapa provinsi yang mengalami kenaikan. Provinsi-

provinsi yang laju pertumbuhan penduduk nya mengalami kenaikan adalah Nanggroe Aceh 

Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, NTT, Sulawesi 

Selatan dan Gorontalo.  

 

  Untuk proyeksi kali ini ada 3 provinsi baru, yaitu Kepulauan Riau, Irian Jaya Barat, 

dan Sulawesi Barat. Laju pertumbuhan penduduk provinsi Kepulauan Riau dan Sulawesi 

Barat mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan provinsi induk, yaitu Provinsi Riau dan 

Sulawesi Selatan pada periode 2000-2005. Sedangkan untuk provinsi Irian Jaya Barat laju 

pertumbuhan penduduknya mengalami penurunan jika dibandingkan dengan provinsi 

induknya (Papua).  
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Table 3.2. Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Provinsi 2005-2025 

 

 
 

Provinsi 2005-2010 2010-2015 2015-2020 2020-2025

(2) (3) (4) (5)

11 Nanggroe Aceh Darussalam 1.65 1.46 1.25 1.07
12 Sumatera Utara 1.61 1.42 1.22 1.05
13 Sumatera Barat 1.39 1.25 1.09 0.95
14 Riau 2.32 2.00 1.77 1.63
15 Jambi 1.67 1.51 1.32 1.16
16 Sumatera Selatan 1.44 1.28 1.08 0.90
17 Bengkulu 1.55 1.37 1.19 1.04
18 Lampung 1.39 1.26 1.11 0.97
19 Kep. Bangka Belitung 1.42 1.23 1.00 0.80
21 Kepulauan Riau 4.31 4.12 3.87 3.63

31 DKI Jakarta 0.89 0.61 0.37 0.19
32 Jawa Barat 1.45 1.30 1.14 1.00
33 Jawa Tengah 0.75 0.61 0.45 0.32
34 DI Yogyakarta 0.99 0.85 0.68 0.54
35 Jawa Timur 0.54 0.42 0.26 0.10
36 Banten 1.90 1.79 1.63 1.47

51 Bali 1.03 0.82 0.64 0.51
52 N T B 1.65 1.41 1.19 1.02
53 N T T 1.91 1.73 1.51 1.31

61 Kalimantan Barat 1.68 1.48 1.26 1.07
62 Kalimantan Tengah 1.42 1.21 1.02 0.86
63 Kalimantan Selatan 1.46 1.30 1.12 0.95
64 Kalimantan Timur 2.30 2.09 1.88 1.70

71 Sulawesi Utara 0.97 0.84 0.69 0.55
72 Sulawesi Tengah 1.75 1.55 1.37 1.21
73 Sulawesi Selatan 1.35 1.19 1.01 0.85
74 Sulawesi Tenggara 2.13 1.88 1.65 1.46
75 Gorontalo 1.23 1.08 0.93 0.80
76 Sulawesi Barat 1.52 1.38 1.20 1.04

81 Maluku 1.44 1.34 1.19 1.06
82 Maluku Utara 1.62 1.54 1.42 1.28

91 Irian Jaya Barat 1.94 1.72 1.52 1.36
94 Papua 2.02 1.84 1.66 1.50

1.27 1.12 0.96 0.82Indonesia

(1)

ht
tp

s:/
/w

ww.b
ps

.g
o.

id



 28 

3.2.   Susunan Umur Penduduk 

 

  Struktur umur penduduk Indonesia masih tergolong muda, walaupun  dari hasil sen-

sus dan survei-survei yang lalu proporsi penduduk muda tersebut menunjukkan kecenderun-

gan makin menurun.  Susunan umur penduduk hasil proyeksi yang disajikan pada Tabel 3.3. 

sampai dengan Tabel 3.5 juga menunjukkan pola yang sama.   Asumsi tentang penurunan 

tingkat kelahiran dan kematian Indonesia seperti diuraikan di atas sangat mempengaruhi 

susunan umur penduduk.  Proporsi anak-anak berumur 0-14 tahun turun dari 28,5 persen 

pada tahun 2005 menjadi 23,3 persen pada tahun 2025 (Tabel 3.3). 

 

  Dalam kurun yang sama mereka yang dalam usia produktif, 15-64 tahun meningkat 

dari 66,6 persen menjadi 68,7 persen (Tabel 3.4) dan untuk lanjut usia, mereka yang berusia 

65 tahun ke atas naik dari 4,9 persen menjadi 8,1 persen  (Tabel 3.5). Perubahan susunan ini 

mengakibatkan beban ketergantungan (dependency ratio) turun dari 50,1 persen pada tahun 

2005 menjadi 45,6 persen pada tahun 2025.  Menurunnya rasio beban ketergantungan 

menunjukkan berkurangnya beban ekonomi bagi penduduk umur produktif (usia kerja) yang 

menanggung penduduk pada umur tidak produktif. 

 

  Susunan umur setiap provinsi juga mengalami perubahan cukup besar. Susunan umur 

penduduk di beberapa provinsi sedikit lebih tua dari provinsi lainnya artinya proporsi 

penduduk yang berusia lanjut, 65 tahun ke atas, lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi 

lain. Persentase penduduk usia 65 tahun ke atas di lima provinsi, yaitu Jawa Tengah, DI 

Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Utara, pada tahun 2025 telah mencapai lebih 

dari 10 persen. Jadi kelima provinsi ini, pada tahun 2025 sudah bisa dikategorikan sebagai 

provinsi penduduk tua (aging population), bahkan untuk provinsi DI Yogyakarta sudah bisa 

dikategorikan penduduk tua. Sebaliknya, persentase penduduk usia 0-14 tahun untuk kurun 

waktu yang sama di lima provinsi itu, kecuali Jawa Tengah adalah terendah di Indonesia, DI 

Yogyakarta 15,7 persen, Jawa Timur 18,1 persen, Bali 17,6 persen, dan Sulawesi Utara 20,4 

persen. 
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Tabel 3.3.    Estimasi  Proporsi Penduduk Umur 0-14 menurut Provinsi 

Tahun 2005-2025 (dalam %) 
 

 

 
 
 

Provinsi 2005 2010 2015 2020 2025

(2) (3) (4) (5) (6)

11 Nanggroe Aceh Darussalam 32.4 30.2 28.9 28.1 26.7
12 Sumatera Utara 33.6 31.1 29.3 28.4 26.9
13 Sumatera Barat 32.3 29.7 28.3 27.6 26.2
14 Riau 31.7 31.6 29.4 27.4 25.0
15 Jambi 31.7 29.1 27.4 26.3 25.1
16 Sumatera Selatan 31.5 29.7 27.8 26.5 25.1
17 Bengkulu 30.6 29.1 27.2 26.0 24.6
18 Lampung 30.8 28.3 27.0 25.9 24.8
19 Kep. Bangka Belitung 28.1 27.2 26.3 25.2 23.5
21 Kepulauan Riau 31.7 30.5 29.0 28.9 28.1

31 DKI Jakarta 25.3 23.4 22.4 21.1 19.0
32 Jawa Barat 28.2 27.3 26.2 25.1 23.8
33 Jawa Tengah 26.8 24.8 24.3 22.8 21.4
34 DI Yogyakarta 19.1 17.8 17.5 16.9 15.7
35 Jawa Timur 23.3 21.0 20.3 19.3 18.1
36 Banten 32.1 30.0 27.7 26.5 25.5

51 Bali 24.1 23.1 21.1 19.0 17.6
52 N T B 32.9 30.9 29.8 28.6 26.5
53 N T T 34.5 32.3 31.3 30.9 29.0

61 Kalimantan Barat 33.1 30.4 29.1 28.2 26.7
62 Kalimantan Tengah 31.1 29.4 27.3 26.2 24.7
63 Kalimantan Selatan 29.4 26.9 26.1 25.1 23.8
64 Kalimantan Timur 30.7 28.2 26.3 25.1 23.7

71 Sulawesi Utara 26.0 23.7 22.5 21.5 20.4
72 Sulawesi Tengah 31.5 29.0 27.3 26.6 25.1
73 Sulawesi Selatan 30.4 28.3 27.4 26.8 25.3
74 Sulawesi Tenggara 34.5 33.0 31.0 30.1 28.1
75 Gorontalo 31.5 28.2 26.5 25.4 24.1
76 Sulawesi Barat 30.1 28.2 27.0 26.3 24.7

81 Maluku 35.2 31.6 30.6 30.4 29.5
82 Maluku Utara 36.0 32.1 30.4 30.0 29.3

91 Irian Jaya Barat 33.3 30.6 30.3 28.8 27.2
94 Papua 33.3 30.4 30.1 28.8 27.5

28.5 26.7 25.6 24.6 23.3

(1)

Indonesia
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Tabel 3.4.    Estimasi  Proporsi Penduduk Umur 15-64 menurut Provinsi 
Tahun 2005-2025 (dalam %) 

 
 

 
 
 

Provinsi 2005 2010 2015 2020 2025

(2) (3) (4) (5) (6)

11 Nanggroe Aceh Darussalam 63.7 65.5 66.4 66.6 67.3
12 Sumatera Utara 62.8 65.0 66.2 66.2 66.4
13 Sumatera Barat 62.2 64.8 66.0 65.7 65.9
14 Riau 66.0 65.9 67.5 68.7 70.0
15 Jambi 65.1 67.4 68.5 68.7 68.6
16 Sumatera Selatan 65.0 66.5 68.0 68.3 68.5
17 Bengkulu 66.0 67.4 68.7 68.9 68.9
18 Lampung 65.0 67.4 68.2 68.4 68.1
19 Kep. Bangka Belitung 67.8 68.6 68.8 68.7 69.0
21 Kepulauan Riau 66.0 67.1 68.3 68.0 68.2

31 DKI Jakarta 71.8 73.1 73.0 72.9 73.2
32 Jawa Barat 67.1 67.9 68.5 68.6 68.7
33 Jawa Tengah 66.6 68.1 68.0 68.5 68.2
34 DI Yogyakarta 71.7 72.9 72.9 72.6 72.2
35 Jawa Timur 69.9 71.7 71.6 71.2 70.4
36 Banten 64.5 66.8 68.7 69.2 69.0

51 Bali 69.7 70.2 71.4 72.3 72.1
52 N T B 63.3 65.1 65.6 66.1 67.2
53 N T T 60.9 63.0 63.8 63.6 64.8

61 Kalimantan Barat 63.9 66.0 66.6 66.7 67.1
62 Kalimantan Tengah 66.3 67.6 69.1 69.4 69.4
63 Kalimantan Selatan 66.8 69.1 69.4 69.4 69.4
64 Kalimantan Timur 66.9 69.1 70.3 70.5 70.4

71 Sulawesi Utara 68.4 70.4 70.7 70.1 69.3
72 Sulawesi Tengah 65.2 67.4 68.4 68.3 68.6
73 Sulawesi Selatan 64.9 66.7 67.0 66.7 67.2
74 Sulawesi Tenggara 62.3 63.7 65.2 65.4 66.4
75 Gorontalo 64.9 67.7 68.4 68.5 68.4
76 Sulawesi Barat 65.1 67.0 67.5 67.7 68.3

81 Maluku 60.7 64.4 65.0 64.5 64.5
82 Maluku Utara 61.0 64.8 65.9 65.6 65.4

91 Irian Jaya Barat 65.3 67.6 67.1 67.5 67.7
94 Papua 65.3 67.8 67.2 67.3 67.0

66.6 68.2 68.7 68.7 68.7

(1)

Indonesia
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Tabel 3.5.    Estimasi  Proporsi Penduduk Umur 65+ menurut Provinsi 
Tahun 2005-2025 (dalam %) 

 
 

Provinsi 2005 2010 2015 2020 2025

(2) (3) (4) (5) (6)

11 Nanggroe Aceh Darussalam 3.9 4.3 4.8 5.2 5.9
12 Sumatera Utara 3.7 4.0 4.5 5.4 6.7
13 Sumatera Barat 5.5 5.5 5.7 6.7 7.9
14 Riau 2.3 2.5 3.1 3.9 5.0
15 Jambi 3.3 3.5 4.1 5.0 6.4
16 Sumatera Selatan 3.6 3.8 4.3 5.2 6.4
17 Bengkulu 3.4 3.5 4.1 5.0 6.5
18 Lampung 4.1 4.3 4.8 5.8 7.1
19 Kep. Bangka Belitung 4.0 4.2 4.9 6.1 7.6
21 Kepulauan Riau 2.3 2.4 2.6 3.1 3.6

31 DKI Jakarta 2.9 3.5 4.6 6.0 7.8
32 Jawa Barat 4.7 4.8 5.3 6.2 7.5
33 Jawa Tengah 6.6 7.1 7.7 8.8 10.4
34 DI Yogyakarta 9.2 9.2 9.6 10.5 12.1
35 Jawa Timur 6.8 7.3 8.1 9.5 11.5
36 Banten 3.4 3.3 3.6 4.4 5.5

51 Bali 6.2 6.7 7.5 8.7 10.3
52 N T B 3.8 4.0 4.6 5.3 6.3
53 N T T 4.6 4.7 5.0 5.5 6.3

61 Kalimantan Barat 2.6 2.9 3.6 4.5 5.9
62 Kalimantan Tengah 2.6 2.9 3.6 4.5 5.9
63 Kalimantan Selatan 3.7 3.9 4.5 5.4 6.8
64 Kalimantan Timur 2.4 2.7 3.4 4.5 5.9

71 Sulawesi Utara 5.6 5.9 6.8 8.4 10.3
72 Sulawesi Tengah 3.3 3.5 4.2 5.1 6.3
73 Sulawesi Selatan 4.7 5.0 5.6 6.4 7.5
74 Sulawesi Tenggara 3.2 3.3 3.8 4.5 5.5
75 Gorontalo 3.7 4.0 5.0 6.1 7.5
76 Sulawesi Barat 4.8 4.8 5.4 6.0 7.0

81 Maluku 4.1 4.0 4.4 5.0 6.0
82 Maluku Utara 3.0 3.1 3.7 4.4 5.4

91 Irian Jaya Barat 1.4 1.9 2.6 3.6 5.1
94 Papua 1.4 1.8 2.7 3.9 5.5

4.9 5.2 5.7 6.7 8.1

(1)

Indonesia
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3.3.   Net Reproduction Rate (NRR) 

 

  NRR merupakan salah satu hasil (output) proyeksi penduduk yang sering diinterpre-

tasikan sebagai banyaknya anak perempuan yang dilahirkan oleh setiap perempuan dalam 

masa reproduksinya. Sering ditanyakan, kapankah Indonesia akan mencapai NRR = 1, ting-

kat replacement level, yaitu saat dimana satu ibu diganti secara tepat oleh satu bayi perem-

puan. Dengan asumsi penurunan fertilitas dan mortalitas serta perolehan susunan umur 

seperti telah diuraikan di atas, Indonesia akan mencapai NRR = 1 pada sekitar tahun 2015.  

Pada saat itu bukannya berarti laju pertumbuhan penduduk sama dengan nol, atau penduduk 

tanpa pertumbuhan, tetapi penduduk akan tetap bertambah dengan laju pertumbuhan yang 

relatif stabil.  Beberapa provinsi sudah mencapai tingkat itu jauh sebelum tahun 2015, misal-

nya DKI Jakarta, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali dan Sulawesi Utara. 
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Tabel 3.6.    Estimasi  Net Reproduction Rate (NRR) menurut Provinsi, 2005-2025 

 

 
 

2005-2010 2010-2015 2015-2020 2020-2025 
(2007) (2012) (2017) (2022)

(2) (3) (4) (5)

11 Nanggroe Aceh Darussalam 1,114 1,751 0,052 1,039
12 Sumatera Utara 1,164 1,118 1,092 1,078
13 Sumatera Barat 1,150 1,102 1,074 1,058
14 Riau 1,112 1,076 1,056 1,045
15 Jambi 1,073 1,055 1,047 1,043
16 Sumatera Selatan 1,034 1,010 0,999 0,993
17 Bengkulu 1,030 1,004 0,991 0,985
18 Lampung 1,067 1,048 1,039 1,034
19 Kep, Bangka Belitung 1,030 1,003 0,990 0,984
21 Kepulauan Riau 1,114 1,077 1,056 1,045

31 DKI Jakarta 0,737 0,709 0,692 0,683
32 Jawa Barat 1,026 1,014 1,009 1,006
33 Jawa Tengah 0,954 0,931 0,919 0,912
34 DI Yogyakarta 0,664 0,663 0,663 0,663
35 Jawa Timur 0,782 0,776 0,774 0,773
36 Banten 1,060 1,055 1,053 1,053

51 Bali 0,803 0,780 0,768 0,760
52 Nusa Tenggara Barat 1,117 1,057 1,021 1,000
53 Nusa Tenggara Timur 1,327 1,235 1,164 1,112

61 Kalimantan Barat 1,150 1,100 1,070 1,052
62 Kalimantan Tengah 1,049 1,027 1,016 1,010
63 Kalimantan Selatan 1,003 0,989 0,983 0,979
64 Kalimantan Timur 1,059 1,032 1,016 1,006

71 Sulawesi Utara 0,911 0,899 0,892 0,889
72 Sulawesi Tengah 1,075 1,039 1,021 1,011
73 Sulawesi Selatan 1,069 1,038 1,019 1,008
74 Sulawesi Tenggara 1,240 1,159 1,105 1,069
75 Gorontalo 1,053 1,033 1,020 1,013
76 Sulawesi Barat 1,068 1,038 1,020 1,009

81 Maluku 1,255 1,214 1,192 1,181
82 Maluku Utara 1,222 1,199 1,189 1,184

91 Irian Jaya Barat 1,259 1,219 1,192 1,175
94 Papua 1,246 1,223 1,210 1,204

1,015 0,997 0,988 0,984INDONESIA

(1)

NRR
Provinsi
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3.4.   Harapan Hidup 

 

  Rata-rata Angka Harapan Hidup pada saat lahir (eo) adalah hasil penghitungan 

proyeksi yang sering dipakai sebagai salah satu Indikator Kesejahteraan Rakyat. Dengan 

asumsi kecenderungan Angka Kematian Bayi (AKB) menurun serta perubahan susunan 

umur penduduk seperti telah diuraikan di atas maka harapan hidup penduduk Indonesia 

(laki-laki dan perempuan) naik dari  70,45 tahun pada periode 2005-2010  menjadi  72,17 

tahun pada periode 2020-2025. Dalam Tabel 3.7 juga terlihat bahwa variasi harapan hidup 

menurut provinsi  tidak terlalu besar pada awal tahun proyeksi, angka harapan hidup teren-

dah  66,18 tahun untuk Nusa Tenggara Barat dan tertinggi 75,84 tahun untuk DKI Jakarta. 

Pada akhir periode proyeksi variasi itu menjadi berkisar antara 69,11 tahun dan 77,09 tahun 

untuk provinsi Nusa Tenggara Barat dan provinsi DI Yogyakarta. 
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Tabel 3.7.    Estimasi  Angka Harapan Hidup (eo) menurut Provinsi, 2005-2025 

 

 
 

2005-2010 2010-2015 2015-2020 2020-2025 
(2007) (2012) (2017) (2022)

(2) (3) (4) (5)

11 Nanggroe Aceh Darussalam 69,08 69,61 69,93 70,12
12 Sumatera Utara 71,64 72,46 72,93 73,22
13 Sumatera Barat 70,58 71,70 72,33 72,68
14 Riau 71,92 72,57 72,91 73,08
15 Jambi 70,43 71,26 71,70 71,95
16 Sumatera Selatan 70,97 71,79 72,26 72,52
17 Bengkulu 69,97 71,06 71,74 72,15
18 Lampung 70,98 72,21 72,99 73,56
19 Kep, Bangka Belitung 70,72 71,35 71,69 71,87
21 Kepulauan Riau 72,38 72,73 72,88 72,94

31 DKI Jakarta 75,84 76,51 76,81 76,95
32 Jawa Barat 70,36 71,41 71,97 72,25
33 Jawa Tengah 72,21 73,06 73,64 73,98
34 DI Yogyakarta 75,62 76,39 76,84 77,09
35 Jawa Timur 71,09 72,27 72,97 73,45
36 Banten 69,26 70,06 70,49 70,75

51 Bali 74,09 74,48 74,67 74,75
52 Nusa Tenggara Barat 66,18 67,76 68,66 69,11
53 Nusa Tenggara Timur 69,25 70,58 71,48 72,01

61 Kalimantan Barat 70,31 71,04 71,37 71,52
62 Kalimantan Tengah 71,75 72,31 72,6 72,75
63 Kalimantan Selatan 68,54 69,79 70,55 71,05
64 Kalimantan Timur 72,63 73,74 74,37 74,70

71 Sulawesi Utara 74,47 75,42 75,88 76,10
72 Sulawesi Tengah 68,28 69,51 70,25 70,70
73 Sulawesi Selatan 70,28 71,39 72,04 72,41
74 Sulawesi Tenggara 69,82 71,01 71,75 72,18
75 Gorontalo 69,33 70,80 71,79 72,38
76 Sulawesi Barat 70,28 71,39 72,04 72,41

81 Maluku 69,12 70,18 70,83 71,23
82 Maluku Utara 68,42 69,91 70,89 71,55

91 Irian Jaya Barat 69,13 70,47 71,50 72,19
94 Papua 69,38 70,63 71,46 71,95

70,45 71,35 71,87 72,17INDONESIA

(1)

Periode
Provinsi
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3.5. Urbanisasi 

 

  Urbanisasi adalah persentase penduduk perkotaan. Urbanisasi dipengaruhi oleh tiga 

faktor yaitu pertumbuhan alami penduduk daerah perkotaan, migrasi dari daerah perdesaan 

ke daerah perkotaan, dan reklasifikasi desa perdesaan menjadi desa perkotaan. Proyeksi 

penduduk daerah perkotaan pada proyeksi ini tidak dilakukan dengan membuat asumsi untuk 

ketiga faktor tersebut, tetapi berdasarkan perbedaan laju pertumbuhan penduduk daerah 

perkotaan dan daerah perdesaan (Urban Rural Growth Difference/URGD). Namun begitu, 

dengan membuat asumsi URGD untuk masa yang akan datang, berarti proyeksi ini secara 

tidak langsung juga sudah mempertimbangkan ketiga faktor tersebut. 

 

  Tabel  3.8 menyajikan tingkat urbanisasi per provinsi dari tahun 2005 sampai dengan 

2025. Untuk Indonesia, tingkat urbanisasi diproyeksikan sudah mencapai 68 persen pada 

tahun 2025. Untuk beberapa provinsi, terutama provinsi di Jawa dan Bali, tingkat 

urbanisasinya sudah lebih tinggi dari Indonesia secara total. Tingkat urbanisasi di empat 

provinsi di Jawa pada tahun 2025 sudah di atas 80 persen, yaitu di DKI Jakarta, Jawa Barat, 

DI Yogyakarta, dan Banten.  
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Tabel 3.8. Persentase Penduduk Daerah Perkotaan per Provinsi, 2005-2025 

 

 
 

 

 

2005 2010 2015 2020 2025

(2) (3) (4) (5) (6)

11 Nanggroe Aceh Darussalam 28.8 33.9 39.0 43.9 48.5
12 Sumatera Utara 46.1 49.5 52.5 55.3 57.8
13 Sumatera Barat 34.1 39.4 44.7 49.8 54.6
14 Riau 39.4 43.4 47.3 51.0 54.5
15 Jambi 32.4 36.5 40.6 44.7 48.5
16 Sumatera Selatan 38.6 42.9 47.0 51.0 54.7
17 Bengkulu 35.4 41.4 47.1 52.4 57.2
18 Lampung 27.1 33.5 40.1 46.5 52.5
19 Kep. Bangka Belitung 47.3 51.8 56.0 59.9 63.5
21 Kepulauan Riau 78.2 79.5 80.4 81.1 81.7

31 DKI Jakarta 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
32 Jawa Barat 58.8 66.3 72.6 77.7 81.7
33 Jawa Tengah 48.6 56.1 62.8 68.6 73.4
34 DI Yogyakarta 64.1 70.0 75.0 79.2 82.6
35 Jawa Timur 48.7 56.2 62.9 68.6 73.4
36 Banten 60.4 67.7 73.7 78.5 82.4

51 Bali 57.6 64.8 70.8 75.8 79.8
52 N T B 42.2 49.1 55.6 61.4 66.4
53 N T T 17.9 20.5 23.2 26.1 28.9

61 Kalimantan Barat 28.0 31.0 33.9 36.8 39.6
62 Kalimantan Tengah 34.6 41.7 48.7 55.2 61.0
63 Kalimantan Selatan 41.4 46.6 51.6 56.3 60.6
64 Kalimantan Timur 62.0 66.2 69.9 73.1 76.0

71 Sulawesi Utara 43.3 49.9 55.9 61.3 66.0
72 Sulawesi Tengah 21.1 22.8 24.5 26.2 27.9
73 Sulawesi Selatan 34.2 39.0 43.9 48.7 53.4
74 Sulawesi Tenggara 23.2 25.6 28.0 30.5 33.0
75 Gorontalo 30.7 36.3 41.8 47.0 51.9
76 Sulawesi Barat 34.2 39.0 43.8 48.6 53.2

81 Maluku 26.0 26.7 27.4 28.1 28.8
82 Maluku Utara 29.7 30.4 31.2 31.9 32.6

91 Irian Jaya Barat 22.8 23.4 24.1 24.7 25.2
94 Papua 22.8 23.4 24.0 24.7 25.2

48.4 54.1 59.3 63.7 67.5

(1)

Provinsi

Indonesia
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BAB IV 

PENUTUP 
 

 

Proyeksi penduduk yang disajikan dalam publikasi ini dimaksudkan untuk mengisi 

kebutuhan data kependudukan di masa mendatang yang utamanya untuk dasar perencanaan 

pembangunan nasional dan regional jangka panjang. Besarnya jumlah penduduk dan struktur 

umur penduduk hasil proyeksi ini sangat tergantung dari asumsi-asumsi yang digunakan, 

sehingga angka-angka tersebut bukan merupakan angka yang mutlak akan tercapai, tetapi 

lebih merupakan pedoman tentang apa yang terjadi jika asumsi-asumsi yang digunakan ter-

penuhi. Proyeksi penduduk yang disajikan dalam publikasi ini telah melalui proses penghi-

tungan yang teliti, namun hasil penghitungan juga tidak luput dari kesalahan-kesalahan yang 

mungkin timbul, misalnya kesalahan dalam pengumpulan data, proses memperkirakan kom-

ponen perubahan penduduk dan teknik penghitungan proyeksi  yang dipakai, oleh karena itu 

benar atau tidaknya asumsi dan hasil proyeksi ini baru dapat dibuktikan jika tersedia angka 

pembanding, misalnya angka yang akan diperoleh dari hasil Sensus Penduduk 2010, angka 

hasil Survei Penduduk Antar Sensus 2015, dan sensus atau survei penduduk di masa yang 

akan datang. 

 

Pada masa yang akan datang proyeksi ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan 

baik dari segi asumsi maupun metode, terutama jika tersedia informasi baru yang diperkira-

kan dapat meningkatkan kecermatan. 
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